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PENETAPAN TENAGA PEIYDAilPII|GAIT KAJIAN DAII KOMT'IIIXASI PUBLIK
DALAU PEMBAITGUI{AI{ DAERAH PROVITSI LAUPT'NG

GUBERI{T'R LAIf,PT'ITG,

GT'BERNUR LAMPT'NG

KIPUTUSAIT GUBERIIUR LIIilPUNG
r{oMoR - "t//7 tv.L4l$:(t2o24

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Rencarta Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi l.ampung Tahun
2Ol9-2O24 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi l.ampung Nomor 12 Tahun 2021,
Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya perlu didukung
sumber daya profesional untuk mewujudkan
program-program yang termuat dalam rencana kegiatan
di Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam
rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan
komunikasi publik dalam Pembangunan daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga
menghasilkan kajian dan informasi publik yang
berkualitas, berimbang, dan dapat dipertanggungiawabkan,
perlu ditetapkan tenaga pendampingan komunikasi publik
dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar
pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar, tertib'
terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur l,ampung tentang
Penetapan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi
Publik dalam Pembangunan Daerah Provinsi lampung;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O16, dan
dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebageimana telah diubah beberapa
kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undan-g-Undangto-o. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kela
Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang

Mengingat
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 15 Tahun
2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

9. Peratural Daerah Provinsi lampung Nomor 13 Tahun
2O19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi l,ampung
Nomor 12Tahun2O2l;

10. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Gubernur l.ampung Nomor 20 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 39
Tahun 2023;

Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi lampung Nomor 8OO{OO24/V.14.512O24
tanegat 3 Januari 2024 hal Usulan Verifikasi Tenaga
Pendampingan Kajian dan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN:

I(TPUTUSAIT GT'BERITI'R TEITTAITG PEI|ETAPAI| TENAGA
PEI|DAUPITGAT ITA.'IAIT DAIT ITOMT'ITIXASI PI'BLIK
I'AL/I'u PEUBAITGIII|AIT DAERAH PROVITSI LAMPUNG.

Menetapkan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi
Publik dalam Pembangunan Daerah Provinsi l"ampung'
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
la.mpiran I Keputusan ini.

Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
L,ampiran II Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendampingan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil
pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur
Lampung melalui Selretaris Daerah Provinsi Lampung'

Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dib€rikan honorarium setiap bulan dengan besaran
Rp15.O00.O00,0O (Lima Belas Juta Rupiah), dengan

berpedoman pada Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi lamPung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
aiUeUanf<an kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Xomunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

KELIMA

Lampung.

KEEMPAT



-3-

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : G/586 /Y.14 /HK/2O22 tentang
Penetapan Tenaga Pendampingan Kajian dan Komunikasi
Publik Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Lampung,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /-/- 2024

GT'BERTUR I,AUPUIIG,

ARINAL DJUNNDI

embusan:
. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukb€tung;
. lnspel(ur Provinsi Lampung di Elandar Lampung;
. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi I-ampung di Telukbetung;
. Masing-masing Tenaga Pendampingan yang b€rsangkutan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :cl/ /+^lv.t+/t+xlzoz+/7 - l- 2024TANGGAL:

SUSUNAIS PERSOI{ALIA TEI{AGA PEITDAIUPffiGAIT KAJIAIT DAN KOMUNIKASI
PUBLIK DATAIU PEUBAXGT'NAN DAERAII PROVNTSI LAMPT'NG

GT'BER"ITT'R LAMPUNG,

ARINAI, DJUNAIDI

NO NAIUA

1 Dr. NANANG TRENGGONO, M.Si Tenaga Pendampingan Komunikasi
Publik

a Dr. BUDIYONO, SH.,MH Tenaga Pendampingan Hukum

ITEDUDT'XAN DALAM TUGAS
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Gl
TANGGAL:

lv.14/HKl2024
- ,- 2024

URAIAN TUGAS TEITAGA PENDAUPIIIGAIY KAJIAIY DAIT KOMUITIXASI PI'BLIK
DALA}I PEMBAITGI'ilAN DAERAII PROVINSI LIIUPUITG

A. Tenaga Pendanplngaa Komunllarl hrbllL:
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Penyusunan norna, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Informasi dan

Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

5. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana informasi dan
Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Statistik dan
Persandian;

6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sesuai
peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;

7. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;

8. Pengelolaan eGouernm.ent di lingkup Pemerintah Daerah;

9. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi
informasi Pemerintah Daerah; dan

10. Merumuskan bahan untuk mengcounter pemberitaan miring yang berkaitan
dengan kinerja Kepala Daerah baik di media Cetak, Onlile, dan Elektronik'

B. Tenaga Pendamplngan Hulum:
1. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam

perumusan analisa dan kebilakan bidang hukum;
2. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan

masalah bidang hukum;
3. Memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum;

4. Memberikan konsultasi bidang hukum;
5. Mengikuti rapat telcris dan memberikan penjelasan terkait penyusunan

produk hukum daerah; dan

6. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

GT'BERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI


